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ABSTRAK 
Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas 
pengawasan Pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang 
Penyelenggara Pemilu, dalam menjalankan tugasnya Bawaslu diberikan kewenangan 
penyelesaian sengketa. Pasal 257 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu 
Anggota DPR, DPD, dan DPRD disebutkan bahwa sengketa Pemilu merupakan sengketa 
yang terjadi antar peserta Pemilu dan antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu 
sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Dalam menyelesaikan sengketa Pemilu 
DPR, DPD, dan DPRD, Bawaslu menyelesaikan secara musyawarah dengan 
mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk kemudian diambil keputusan yang 
bersifat final dan mengikat. Sifat final dan mengikat dari keputusan Bawaslu ini tidak 
berlaku bagi sengketa tertentu, yaitu sengketa verifikasi partai politik peserta Pemilu dan 
penetapan daftar calon tetap Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Adanya dua sifat 
putusan Bawaslu tersebut kemudian menimbulkan penafsiran yang berbeda antara 
Bawaslu dan KPU. Adapun rumusan masalah, yaitu 1). Kewenangan Bawaslu dalam 
penyelesaian sengketa Pemilu terhadap tugas pengawasan penyelenggaraan Pemilu, 2). 
Sifat keputusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa Pemilu. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yakni pendekatan terhadap norma 
hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori, dan sejarah. Dari 
pembahasan permasalahan disimpulkan bahwa kewenangan penyelesaian sengketa 
Pemilu adalah sejalan dengan tugas pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu. Pengawasan 
diwujudkan dengan suatu kegiatan yang dapat menjamin tercapainya tujuan Pemilu oleh 
penyelenggara Pemilu, yaitu Pemilu yang demokratis, berkualitas, dan sesuai dengan 
asasnya. Hal tersebut salah satunya diwujudkan dengan adanya kewenangan penyelesaian 
sengketa Pemilu. Dalam penyelesaian sengketa Pemilu ada dua sifat keputusan Bawaslu, 
yaitu keputusan yang bersifat final dan mengikat serta keputusan yang bersifat tidak final 
dan tidak mengikat. Sifat final dan mengikat berlaku terhadap semua sengketa Pemilu 
yang diselesaikan oleh Bawaslu yang bukan merupakan sengketa verifikasi partai politik 
peserta Pemilu dan sengketa penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, dan 
DPRD. Keputusan yang bersifat final dan mengikat diberikan kepada Bawaslu oleh 
undang-undang dalam rangka mengakhiri sengketa Pemilu sehingga akan menunjukkan 
peran Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Sementara itu, 
pengecualian terhadap sifat keputusan final dan mengikat pada sengketa verifikasi partai 
politik dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, dan DPRD menunjukkan bahwa 
Bawaslu bukanlah lembaga peradilan, sehingga tidak dapat memutus sengketa yang 
berkaitan dengan hak konstitusional sebagai peserta Pemilu.            
 
